BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun
2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
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Mengingat

keadaan sehingga perlu diganti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
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Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1

Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi
Pemerintah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini:

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan
instansi Pemerintah dalam rangka Membangun Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60
Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Bersih dan Melayani di
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku.
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Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 52
TAHUN 2014 TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk
melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat
secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak
kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan
wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program
reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga
sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan
pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran
hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun
pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi
percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu
secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit
kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah
yang perlu dilakukan adalah: (1) Menyelaraskan instrumen Zona
Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2)
Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih
fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan
Zona Integritas dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
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B. Maksud Dan Tujuan

1.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah
dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan

Tujuan  penyusunan pedoman ini adalah memberikan
keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona
Integritas menuju WBK/WBBM.

C. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada
instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyali
komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi
birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik;

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah
predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi
sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana,
penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan
penguatan akuntabilitas kinerja;

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)
adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit Kkerja yang
memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan
tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan
kualitas pelayanan publik;

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di instansi pemerintah,
serendah-rendahnya eselon I1lIl yang menyelenggarakan fungsi
pelayanan;

Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Refomasi Birokrasi;

Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh
pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan
penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju
WBK/Menuju WBBM; dan

Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk
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melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi
Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai
Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

BAB 11
TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

1.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah
deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah
bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh
instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian
besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta
Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat
dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik
sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi
kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi pemerintah
yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta
Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan
pembangunan Zona Integritas;

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas beberapa instansi
pusat yang berada di bawah koordinasi Kementerian dapat
dilakukan  bersama-bersama. Sedangkan  Pencanangan
Pembangunan Zona Integritas di instansi daerah dapat dilakukan
oleh kabupaten/kota bersama-bersama dalam satu provinsi;

Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara
terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar
semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal,
mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi
birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik;

Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona
Integritas untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan
instansi pemerintah;

Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona
Integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan
instansi pemerintah daerah; dan

KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh
masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada
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saat pencanangan ZIl untuk instansi pusat dan instansi daerah.

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut
pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi
pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada
penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana,
Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
yang bersifat konkrit.

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi
pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang
diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa
syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit
yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2)
Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat
keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona
Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk
melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai
unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi.
Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan
unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon
unit kerja Dberpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim
Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPl melaporkan
kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila
unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas
menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya
dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus
dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam
unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.
Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-
masing komponen dan indikator pembangun komponen.
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PERBAIKAN PEMBELAJARAN

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen
SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen
pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit
dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang
dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai
indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran
pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

KOMPONEN PENGUNGKIT

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor
penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen
SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan
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Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah rincian
bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju
WBK/Menuju WBBM.

NO KOMPONEN PENGUNGKIT B(gg)z;r
1 | Manajemen Perubahan 5%
2 | Penataan Tatalaksana 5%
3 | Penataan Sistem Manajemen SDM 15%
4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
5 Penguatan Pengawasan 15%
6 | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara
sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set),
serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang
dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran
pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui
program ini adalah:

a.

Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan
pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;

Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit
kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju
WBK/WBBM; dan

Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu
dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

a.

Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-
hal berikut:

1) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui
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prosedur/mekanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-
hal berikut:

1) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM telah disusun;

2) Dokumen rencana Kkerja pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas
yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM; dan

3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-
hal berikut:

1) Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan
Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
telah  dilaksanakan sesuai dengan target yang
direncanakan;

2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM,;

3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal berikut:

1) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2) Agen Perubahan telah ditetapkan;

3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan
organisasi; dan

4) Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM.

Penataan Tatalaksana
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Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing
program ini adalah:

a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas
menuju WBK/WBBM,;

b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu
dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:

1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses
bisnis instansi;

2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
b. E-Office

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu

1) Sistem pengukuran Kinerja berbasis sistem informasi;
2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.

c. Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:

1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah
diterapkan; dan

2) Monitoring dan  evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk
meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui
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program ini adalah:

a.

meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur
pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM,;

meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas
menuju WBK/WBBM,;

meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing
masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM,;

meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada
Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona
Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang
perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM,
yaitu:

a.

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan
Organisasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di
unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan
kualifikasi pendidikan;

2) Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai
di unit kerjanya; dan

3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi
terhdap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

Pola Mutasi Internal

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi
internal;

2) unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi
internal; dan

3) unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhdap
kebijakan pola rotasi internal.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
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kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi
(capacity building/transfer knowledge); dan

2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit Kkerja
terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya.

d. Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait
dengan kinerja organisasi;

2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya;

3) telah melakukan pengukuran Kinerja individu secara
periodik; dan

4) hasil penilaian kinerja individu telah
dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan,
implementasi dan pemantauan.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan; dan

f. Sistem Informasi Kepegawaian

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan
sistem informasi kepegawaian pada unit Kkerja telah
dimutakhirkan secara berkala.

4. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui
program ini adalah:

a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

15 2014, No.1813

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program
ini digunakan indikator-indikator:

a. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah
satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen
perencanaan strategis unit Kkerja tersebut. Dokumen ini
menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan
memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber
daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran
keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan
strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan
keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus
dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:

1) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung
pada saat penyusunan perencanaan;

2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat
penyusunan penetapan kinerja; dan

3) Pimpinan telah memantau pencapaian Kkinerja secara
berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data
kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk
mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di
bawah ini:

1) Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;

3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria  Specific,
Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);

4) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;

5) Pelaporan kinerja telah memmberikan informasi tentang
kinerja; dan
6) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM
yang menangangi akuntabilitas kinerja.
Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada
masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai
melalui program ini adalah:
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a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
negara oleh masing-masing instansi pemerintah;

b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada
masing-masing instansi pemerintah;

c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan
keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
dan

d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-
masing instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang
perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan,
yaitu:

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) unit kerja telah memiliki public campaign tentang
pengendalian gratifikasi; dan

2) unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian
gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
2) unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;

3) unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risikoyang telah diidentifikasi; dan

4) unit kerja telah mengkomunikasikan dan
mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) unit kerja telah mengimplementasikan  kebijakan
pengaduan masyarakat;

2) unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil
penanganan pengaduan masyarakat;

3) unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat; dan
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4) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat.

d. Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) unit kerja telah menerapkan whistle blowing system,;

2) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle
blowing system; dan

3) unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan
whistle blowing system.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama;

2) Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan
kepentingan;

3) Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan
benturan kepentingan,;

4) Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan; dan

5) Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya
untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada
masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan
kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan
publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk
melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas
pelayanan publik ini adalah:
a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih

murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi
pemerintah;
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b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh
standardisasi pelayanan internasional pada instansi
pemerintah; dan

c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing
instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang
perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas
pelayanan publik, yaitu:

a. Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit ...
1) Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
2) Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;

3) Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar
pelayanan; dan

4) Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa
kode etik, estetika, capacity building dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima;

2) Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui berbagai media;

3) Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment
bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar,;

4) Unit kerja telah memiliki sarana layanan
terpadu/terintegrasi; dan

5) Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.
c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
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1) Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan;

2) Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara
terbuka; dan

3) Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat.

INDIKATOR HASIL

Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja Berpredikat Menuju
WBK/Menuju WBBM

BOBOT
NO UNSUR INDIKATOR HASIL (40%)
1 | Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan 0%
Bebas KKN 0
2 | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan 0%
Publik kepada Masyarakat

HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan
reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
diukur dengan menggunakan ukuran:

a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
b. Presentase penyelesaian TLHP.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada
Masyarakat

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas
pelayanan (survei eksternal).

BAB IlI
SYARAT DAN MEKANISME PENETAPAN UNIT KERJA
BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM
Syarat Pengajuan Predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM

Instansi Pemerintah yang mengajukan unit kerjanya sebagai Zona
Integritas harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, baik syarat
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yang dibebankan untuk instansi pemerintah itu sendiri maupun
syarat untuk unit kerja yang diusulkan.

Untuk dapat mengajukan usulan predikat WBK, maka syarat yang
harus dipenuhi adalah:

a. Pada level instansi pemerintah

1) Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas
opini laporan keuangan; dan

2) Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah
(AKIP) minimal “CC”.

b. Pada level unit kerja yang diusulkan
1) Setingkat eselon | sampai dengan eselon lll;

2) Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan
strategis;

3) Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi
birokrasi secara baik; dan

4) Mengelola sumber daya yang cukup besar.

Adapun mekanisme yang harus dilalui oleh instansi pemerintah untuk
mengusulkan unit kerjanya sebagai WBK adalah sebagai berikut:

a. Tim penilai internal instansi pemerintah melakukan penilaian
mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan untuk mendapat
predikat WBK;

b. Apabila hasil penilaian mandiri mendapat predikat WBK maka unit
kerja tersebut diusulkan ke Kementerian pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu;

c. Apabila hasil reviu unit kerja tersebut memebuhi syarat WBK,
maka Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi akan memberikan rekomendasi kepada
instansi pengusul agar unit kerja tersebut ditetapkan sebagai unit
kerja menuju WBK; dan

d. Apabila hasil reviu menyatakan bahwa nilai unit kerja tidak
memenuhi nilai minimal WBK, maka Kementerian pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan
kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut dibina kembali.

Sedangkan untuk dapat mengajukan usulan predikat WBBM, maka
syarat yang harus dipenuhi adalah:

a. Pada level instansi pemerintah

1) Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas
opini laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut-turut;
dan
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2) Mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah
(AKIP) minimal “CC".

b. Pada level unit kerja yang diusulkan, merupakan unit kerja yang
sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.

Adapun mekanisme yang harus dilalui oleh instansi pemerintah untuk
mengusulkan unit kerjanya sebagai WBBM adalah sebagai berikut:

a. Tim penilai internal instansi pemerintah mengusulkan unit kerja
yang telah berpredikat WBK kepada Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja
berpredikat WBBM;

b. Tim Penilai Nasional yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI (ORI)
melakukan penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan;

c. Apabila hasil evaluasi unit kerja tersebut memenuhi syarat WBBM,
maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi akan menetapkan unit kerja tersebut sebagai
unit kerja berpredikat WBBM; dan

d. Apabila hasil evaluasi tidak memenuhi syarat WBBM, maka
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi merekomendasikan kepada instansi pengusul agar unit
kerja tersebut dibina kembali.

Mekanisme Pengajuan Predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM
1. Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

Pimpinan instansi pemerintah mengusulkan satu atau beberapa
unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM ke Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk
dilakukan reviu untuk WBK atau evaluasi untuk WBBM dengan
melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti
pendukung.

2. Penilaian WBK

Penilaian terhadap unit kerja yang akan diusulkan untuk
mendapat predikat WBK menggunakan Lembar Kerja Evaluasi
(LKE) yang memuat indikator pengungkit dan indikator komponen
hasil. Secara rinci, hasil reviu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apabila hasil reviu unit kerja tersebut memenuhi syarat WBK,
maka Menteri akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan
instansi pemerintah agar unit Kkerja tersebut ditetapakan
sebagai unit kerja menuju WBK; dan
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2. Apabila hasil reviu menyatakan bahwa nilai unit kerja tidak
memenuhi nilai minimal WBK, maka Menteri
merekomendasikan kepada pimpinan instansi pemerintah agar
unit kerja tersebut dilakukan pembinaan.

3. Penilaian WBBM

Penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan untuk mendapat
predikat WBBM dilakukan oleh TPN dengan menggunakan Lembar
Kerja Evaluasi (LKE) yang memuat indikator pengungkit dan
indikator komponen hasil. Secara rinci, hasil evaluasi dapat
diuraikan sebagai berikut:

1. Apabila hasil evaluasi unit kerja tersebut memenuhi syarat
WBBM, maka Menteri akan menetapkan unit kerja tersebut
sebagai unit kerja berpredikat menuju WBBM; dan

2. Apabila hasil evaluasi tidak memenuhi nilai minimal WBBM,
maka Menteri merekomendasikan kepada pimpinan instansi
pemerintah agar unit kerja tersebut dilakukan pembinaan.

4. Penetapan
4.1 Penetapan WBK

Berdasarkan rekomendasi dari TPIl, pimpinan instansi
pemerintah dapat menetapkan unit kerja tersebut sebagai
unit kerja berpredikat WBK. Syarat unit kerja yang dapat
ditetapkan sebagai WBK adalah 1) Memiliki nilai total
(pengungkit dan hasil) minimal 75; 2) memiliki nilai
komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan
Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei
Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen
Persentasi TLHP minimal 3,5.

Penetapan unit kerja berpredikat WBK dituangkan dalam
keputusan pimpinan instansi pemerintah. Penetapan
predikat WBK berlaku sesuai yang tertera dalam Surat
Keputusan pimpinan instansi pemerintah yang
bersangkutan, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah
penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang
mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas
dari korupsi.

4.2 Penetapan WBBM

Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri menetapkan unit kerja
tersebut sebagai unit kerja berpredikat WBBM. Syarat unit
kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah: 1)
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Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85; 2)
memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah
yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub
komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan
sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5; 3) memiliki nilai
komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 16.

Penetapan unit kerja berpredikat WBBM dituangkan dalam
Keputusan Menteri. Penetapan predikat WBBM berlaku
sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri, dan
dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya
terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat
dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani.

C. Evaluasi Predikat WBK/WBBM

Evaluasi terhadap pemberikan predikat WBK/WBBM kepada unit
kerja instansi pemerintah dilakukan secara berkala oleh Tim Penilai
Nasional (Kementerian PAN dan RB, ORI, dan KPK). Apabila hasil
penilaian menunjukkan unit kerja yang bersangkutan tidak
memenuhi syarat minimal evaluasi, maka predikat WBK akan dicabut
dan secara otomatis unit kerja bersangkutan tidak dapat diusulkan
sebagai unit kerja berpredikat WBBM.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Untuk menjaga terpeliharanya predikat WBK/WBBM, maka perlu
dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif.

A. Pembinaan

Pembinaan harus dilakukan terhadap unit Kkerja secara
institusional dan terhadap pegawai pada unit kerja yang
bersangkutan. Pembinaan terhadap unit kerja dapat dilakukan
dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur,
pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan
teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa atau
kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk
mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi. Selain itu
juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti
korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan
spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat,
sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan
sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum
lainnya.

Pembinaan ini seyogyanya dilakukan oleh Pimpinan instansi
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pemerintah, dan pimpinan unit kerja. Pembinaan dilaksanakan tidak
hanya untuk memelihara/mempertahankan predikat menuju
WBK/WBBM yang diperoleh, melainkan juga untuk menuju
tercapainya predikat menuju WBK/WBBM.

B. Pengawasan

Masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pemantauan dan
pengawasan melalui berbagai media seperti kontak pengaduan
masyarakat, website, e-mail, TP 5000, dan lain sebagainya. Hasil
tindak lanjut dari pengaduan/pelaporan masyarakat dijadikan bahan
oleh Menteri PAN dan RB dalam mengevaluasi penetapan predikat
WBK/WBBM.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebenaran
pengaduan/laporan yang menyebabkan tidak lagi dipenuhinya
indikator WBK/WBBM, maka Menteri PAN dan RB akan mencabut
predikat WBBM pada unit kerja yang bersangkutan, sedangkan
pimpinan instansi pemerintah akan mencabut predikat WBK pada
unit kerja yang bersangkutan.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan Kinerja
WBK/WBBM vyang telah ditetapkan perlu dilakukan untuk
mengetahui  efektivitas pedoman ini. Evaluasi dilaksanakan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi melalui penelaahan laporan-laporan yang diterima dan
pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan.

B. Pelaporan
1. Pelaporan oleh Instansi Pemerintah

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan
kepada Menteri mengenai:

a. telah dilaksanakannya pencanangan pembangunan Zona
Integritas pada instansi pemerintah yang bersangkutan;

b. telah ditetapkannya unit kerja yang berpredikat WBK; dan

hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Zona
Integritas.

2. Pelaporan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
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Menteri wajib menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai
perkembangan pelaksanaan kebijakan/program pembangunan
Zona Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala
pada setiap akhir tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

26

2014, No.1813

WHIa
wsiduap pansas wepnaep Soed owordeeguiad vened e epe W ag p
WL WU ap|
TETTERE L Eea e el wensheenrad wepeiday m“.“.“.“.u“u“".“”u_hfr%mﬂ o a afaiE
IRTLESE URyRaRsy R Yey ) auundueg wead uepeidag seeag undegag T
FEWIH J BUENal UESap [EndaE
upBUSD BTEE URTUER{RIp yuia uerrnSuwgnad uveiday vnies e UEERURE B epne weerdue mal oeei@Eay yranas gqegedy| e
00 | 000 i P AL/ S K CEOnSaugUig (SENuAg GEp DERUOELeg | [
: £ AN Sy, e e R e iR eR i [ eoETaIl
WELA Ny weunSuenural s uses vpau epe spnede oy 1] AL Lia priciygtmi e e i
FURIE, HEN, Wt TEL G nad
et EEeg mesajal duel enpiiopel jainey-ja@ia) wbe HEpLL D
TN e M veurSueg uzad
et Cres s a@al wil |k (aEre-1adne] E—._-Hﬁ_a 0 " a ey
A A SRR S, ey acl v ) ereeap wesapas Suek aeginxd
weurduegmrad ouning ovduep uesalas swysoad (8w -gaim wnmag w aznn-1afim padvpra) owordoe mad wannyop weep gegedy | q
A agu] & WEEN S HE N e Beyidd )
wag wnuriAuRgu sl wlaE FEEIUAL LATITIH0R e epnede wE & TR LA nung we e ad Blag SUEEiad EaTeg vpe qegery .m_
| %000 | o0'o [ 1] wOng e { BOR0Tay DLWNNog| ©
P aqae 1P HEpd], >
snpasoxd aegenmSioan undiwag T ) 3 Sigiv & sugal fuwd amsmeya fmpasexd
ssagal Fued ausnreyam finpasoxd oeduag w gy aur il oeodnd wegas w), epeEEue amgoauad gegedy| g
) £ AL g A el
wlay s ERep I U IR yefay wap apeede ey 0 1=PiL LA RIS UL Uy e A yegal w1 qun ey .n_
500'0 | 000 [ () whsoy woL | ©
5] NVHVENETd RIWATVEVI

oeRueingey

seqpfayeg voeg THT 90300

HYIVTINTd

PIOT

NONHVL
ISNYLSNI

WEEM/HEM NeaNan (12] SVLIEDELINI VNOZ ISVITVAS YOuas avamat



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.1813

27

PEEM, N nffrang

seEpEiau) wuny wrrBueguead uemep 3egaE mofiuy ope W we P
fREEA S ninam aeEagug

wuny ururBuegwad werep penaEr modioe moay ue@eg se me o
SRR HE A i s

B WGP ad e jeg)ae) el Deeag weldog ae @i g
swsrrday wrepep

SRR ekefEEe e WETE- ST TR EE A e Nl au
EELLE AU U0y wenrEnegnl el meTep e N a) el e ey e

araan

SWHES HEL Rl s A

e e e ad oneep Lo 1)0) iseeu el epad B agedy|

I wind wep el alvprg uegpietsd wesose) R e ey

LR

disasunin
ueBunsBur g i ad e e (rs) wlepee e i Qe qeedy

=]

Uzl AP WEPTIE Ueenns af Wiy Wil A

LiK

o v el u sl L anp GEpns sy

.a_

“upe] peaeod R s e du) e Ty
upeouaw M isidusm wiums el uepelay waquaw uwed o el ey

LiK

£ WHELY S MEM W@ e oy
unsunsye]a wetep Epe aes eieges usoadiag oeordud geopedy

D00

(1] vizon ndepnn aup appd mpod mogURasd)

BRiUT PO Wnie RS TN S ueieEa ureeesyead uep
ealeinail ERiE [FULRE] RGN R e ERE Susnkie Eeaade] BHie R
pn fuwpppaggp

WO PEELM S M 3 veseEa uevuvseal wep wedvsaad see
JEULE S0 WY pE e S e Jo oo wesod e [joay waeg a6 exe
anusE AR

el Y YA N ﬂa.w.ﬂﬂ_ ﬂsﬁssE._.t._E uep LN B T
LU . e aep Bopegreour unsed ey avsan ueidenss mpe g
‘Hnfunpunp

WE| 3 WEELA MELM 1IN EIeTdan uerieeie el uep undepead

ERIE [WULISIUY LN [SETL[EAS uwp Buporeco wessde) ooooes ey

asafaiv

& nrniusmupuEgp Yues s eay uep Bunogroogy ey guedy)

ARG WG] LA LA VU] W o] Wemnseas ] acl wiep
umdmesad sme (russgur wg senreas wep fusnpuow wwode] mop p
SR IANRAWAE UEHTH{FTIR WEEAS YEA 1N uriRiEa] uesurairlad wep
wedwperad swpe rragay we Emmeas uep Bupmapuonr wessd ey myre @

SURrLAL URTOETIE WEEMS MM B TS ueeursyelad uep
el o SELE [EUSORUY WIED FEEL R wep Fupiogpeou wessd] eir g

SURLRTE URTETIR WERMS HER S ueieida ueesesyeld uep

oralite il g e RO AL I P e e Suioaneonn weaede) e e

OiEY

weLIT aquy
O UG e s el ) rEeneha Wap Sulioiuei pedepa),

www.djpp.kemenkumham.go.id


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

28

2014, No.1813

ISWTLIGIL| CAHOIL 3] SRV TAA 31

wegng Bued os v alveen seaeasaeiado pmnrens mngeg o
tmsndia] wIEDes IFRULDU SOy e ueyRundduem

Burd g uamalerenn perspeemsnado oriman o e

SR RATAL] UREITRE A BN ump weenogu ) [Seporgay e
Hued g wauauen mesEuoErads o jumn ey e

afgalv

AFEEIEA e gy 51
uexeundduam gupns s vsnalooum sesipruosEeade gegedy | g

[T [

ueyRunEiuaqs Suel vlsupy vesrgrdvad wass EIEmaT mneg 2
SISENINNU (EOOEgay weyeurEa s

Sued poered 2oy wlieuy wesreirded maees R T EET G
SrERAL RSN ea ginl uvp sy @opoayay

uryruriERuan Bund vhsouny vemnynBuad wagss oppmesm e e o

afv

ATSERLII L R )
uryeruridduan gqepns pun whoon vemymioad mayss gegedy e

[

el =liod| €

TSHTL[ el QR[] SR 405 e Ueim ae S0 B

n s

] e an (SR [BLAlR YR[A] BRI 408 Jesan weildenas ey D

AR wepensad wepnen mege o wnpregaed edncag golurpEepunip
R[] TINE (Rt alp YEia] ML S05 Jeean el i o

dors umymgad memEn nee JO8 uegnmEadl odniag

N TR G W ISR ISR YR EET G IaTas ey e

aiaialy

L RAE e pa) L0s) de e eoesesaio srpasalg| o

up R AR FURL J08 [2ay unEenas wedelau s e e N e R
¢ peseEn
eyl ey Bumd g0 rosen ueEeg s weod wasusm gqepesy pon e s

iustoeio veydegayp fowd Joe yrunjes ueyd R1au=m yepa) un 9¥m T
Pl 2 WERl Jo8 el peehotl] e iEmpaie winl o)
yaws ueln wegdwap Sued JOs Yranges wedesauan yea e s W

aiafgiy

uwydesrap yea dos) dea poeseseads Jnpasad| g

smsy sasomd wad nowfus yepa) muon giog o) uede s o p
sk sasood wyad nowEuom yepay pun gon aesan umidenas e o)
‘mguaN gascud wad nowEGME Ra U0 A0S R WEID T
‘EnIn|as und [l wey IR e

win [ uwp siusm saeoud mad nosBuam gqogag pum gos mmmas ey

LaFR TRV

rumsa soem sasan wad epod noeuam ao8 goyedy |

i

oo'n
[

[2°1] vurmn wmmEey (308) dmeg roopeeiado mposoad | [

15T VEVSHV IVLVL NVVIVNAd



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.1813

29

wf1am evfram ypumn vlisupg
ppun efiaup depegrs wesyenasd s rsguian Yepsg psespueileo oo e o L& dopeirs v oo sl aespraguesan e eespuefio wrepep e[|
R LI S P A S H L LT e s o ey e e ad LU L] S M PR LA Al el wegedmac el
e iag iR Wep U HOo)ee e apeE el ey g B T @ WD L B T0R IO NS e ey | o
e o] pad ursne|p ey Bued gesefeo wegrrs o el sy el s
Eue [UATI SN feey pEsaeiad wepelnrao sl e jueplL
fupwyen el e Yera Sl et wegoonegaoy apead ) noedu e
ELEFIAI RRELSELEE A [l dnsfad e ad TRas nae e e s = ._
ey ol gad ursneg yepay Bued gessefed wewgn o e wped ser e o g arfoady
o wsnrroyar (peey pesseiad o edursusd sesag ueBegss e T
oy el dad wneneip e Soed eaclad megrgng o eped e cuEe o] 1ad unsns(p yepal fuwd jesefed weyrir ay epede
naeume puare gaanreeas ey el sepshoaund wmee e Peorr B EL JLESTUL WO B [y jesudadl oepedmausd qusaly | g
vl Bapn A Bape - qrgun
=Fa pemna ey wlimy g ag 8 Eipeee ey aeg uwenl oo wpela & Lia et mawgpa (g awp g gl mpedacg naefomey
RS B[aN LT Y S0 TS s S s e sl avygrong =8 e ey
oo [ T
| ooo Ol ST NIAWArVNYI WILEE NvWIVEI T
Hamrd (e unenne sy weneii an ' HUETH (SOOI e e e
wersranrad jwenmas oep Bopouen weynysp gepns el e & Ak uryugan gevmenre e e s oep Bopogue wense ey ) o
[FET BT o LiL o] A
sgrpme e pressagu swng ey ey el e el teg } i B\ o o e e W Wl i b b3 |
[T T T5"T] AN FIFRIoIT] TeeRnaiois| &
LRUT R} EENnYER qhgnd epeday uruese] uepraqosd uep Wos
i fwea R s ymsn e laung ey wapp et W ag
weyregienrad dvpeyzsg senmeaz aep SBupoypueon geroder e
DD EAE WEHTLY D ¥ nd v ey ueerede] uepago el uep Was
s erEE Ao i e e RS od e | (S o ag
e s T T s U Buisejimons weaode] el oo
famrasey wemaneg e rd wpr ey wenedey unpagoe sl wep Wos ¢ areiary
_ﬂﬂ’_.-ﬂ‘.!u_.l_uuﬁﬂ ..u.q..-_.._. G_u-.u_.-u_ ﬂ.!.h_u_.j.ﬁ_.!.un- O | SOOI q“n_.—n_.ﬂ_nd a1
ESHEEEH-EI-—T._H 80T A TP Hupsoqinous _.-.HHEH_ [ L |
IR UL e wpeeday wetiede) e el wep WS el wpod as) Wi oy nad W P g TR e se1ado
IR R P Ak R e el aeep (R o eosag San wlreensy ewprogndived wormpp evesogo (Fooos =, aeprepoweed.
weppnpre ad depegiasenma wep Bupsonuom uerode) ooe w dwpeagim e e s Ao neons eorsee g gy ey B
IsvurIogary [Soway
ey @i s uweloep Hpmrd epeed o wemede pad w200 ens e o
Sperdlay Caeed |EETEIopE] ooy ag ey e EE e
A S vl 99 1 N G R U N a ataly
ey W winl wep prensopey e mas sy aeeenEE e o LPETREEI g fe T 2
T 3 3Pyl e 3 LRI S RIS L A I e e URE LR epnE ¥ gnd epedey v eieed ueegursl gy o

www.djpp.kemenkumham.go.id


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

S - g 4 ReEas ae Al o Bued snagal g

T e el el sl e sdoeey oeBorelin ae ey seneserad e p
g g e Uy el Aunssen-Ausen g on oegdegagip Sued moagaiomg
TapanEye weSap tea®al ieeg aduses e Wenieng ae axip o

30

3 NGG-RGE < e e Wendeaiip Fued ey adarcg alolaly
yopareys weiuan rraedal isusyadmoo) unSuey sy asopuasial oy g
£ ¥Ep s yosinue gl sy Skt oojedeiing o jsaur-fuys mr yiam aegdsgarp Sued poagedomm) ._.n.n._..__._EsM_nn._n
Taprey e weluep tesedal coray aduay ueioeliee ey asepuacad R e ceferag o Hored ¢ fad o ad Eir S T e
reE ol el cany ooeopsPuad pewy awgBmeympasd o
Bl roae®od peves ad vy ceBseuraFu sl wwera s vpe mngeg R
crwme il el asjo] sl sy ey By el e
et o e oo e o0y v e e o wrueal JEed waiag ae e ' Inlaiy
treaed all wlrau ey meepo]afuad [ e S gLl qi3E
reaedad razagad oy usfueueual FuedTal Rsan RN R BYIP Y
frwmieod adiounn maepo)eduad ey weydeeeogsadone Dbt and w0 o A [Ey e Sy e
Uil R ) s e U Al W) T e T e v ] (s o) sl oy O e adu ol rresnal wneeulo e orejegg
[EabE Ve b .—.__..-P £ rerayadniay ireln e aSosd
uweBumgnesfusad aru speAlewy pIay Burmay wrromm sepns i e ) sty paay Sl mmmope s elisy g aepeiy| el
el suaqgodieny srenqaon tomefod sofenqmolusd| ©
el LI e Bl e e dal
uremgpe o Rredhe Ip e RICERE e (1 Ape e Buwl peernag i Sp MALCIH ] SO WL trea] Forwd pemgnan wensisg
wwp ety degengig men e Wep SR dene sepne e ey clurpueigs g s it o A0 o e e e e gy
L ) e L ey
ik ool e e e o] D sy ey e egeng s adonaun
yepa weywg e nnue maeiad rsenm ennas ey weEng e e p
seEmmein weyd oy ayp gapay
ek ey el rseioenn wep o e e e ad ooy s gl el oo
yuja1 ey el reue ieanfad pmnm meon umiogas o o
EE ] a/axfaliv
magdwjajp yopa) fued ey epod goypEaem vep vepoged ooy oy
wey ey radwsm g s wepeye] oo waeEad s eooas e g
M
g ypera) onErogmrpsed wepsagor e ef ey pren sfinf uep peesunedn sumpdeagp yuypay fonk
gdegayp yopa Sued gsepnon opod pospEaea vep wmog el Eeayainog s wjod progEuam vep uegeoe| (s edwoy ey ed weor
uegryega i nrzar ey wepenl g peeefad oo enonees e e ] awpegul awoe pesefed prermm ey epEm ey gy
s wdad sy wePueurafuad jawp Lia gumueni e pesisfad peepnmr e

g S pubten s wepey el rmue geswEad remima weEongep wpe el e

Yo qryeie yemedad 1o ceBuegors@uad tepruejan wemn

InEITE] RN T

2014, No.1813

www.djpp.kemenkumham.go.id



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.1813

31

SO L LT e uze e dad ueEaas
elauEney s ep suagalcr aeliysp

Vo el s

sy s oy megers

Sena ok ale mgye

ul

h=n=R ey el neida .
TEARmRE TS [rels IR T 19 19T (R0 TR S T 10 2 e
MvLLendL

=R ED sy et pal e s e s e e L Lsh ey
TEARFT TSR L SRR A 1T [ T NI I 12

R TR TR TR PN

RS- E S e el i

NURU AR T E I i o B e i oo o L i TR ' I

A e

H] IR RS

wyp gl i

LA AR DY LIAS T RIS 10O TR PR ey

ALK LR IR R

1k al spelog
15715 AT Y TR VN A aaa T MRYITYRSAT CITeAC RO 1T ST
Czmiiac T30 TINIR AR
spF sy s ebaee pethoap o ctheel eSelo e s ep e vl ey
AT A s AT TR A

spiralae tand | lasoe e assduad esieln uespeerpda abse

b [ fan Rl

o genea tATa] Al Toor aoethrsneaTisd weetsempe ad wesees |

SIETTAS A ] 11T Tl 15T 1177 {niel e T 1.&._._.._|_h._..ﬂ|__|_q..¢n...5._.

T [ M Y R R T wrisad ey Mg as TyIe o
R e TN TR TR P (P |
et £ EEE PR IR Rt e ST T o) IS Rt T e ot e P e PR P - L T2
L SR [ R [ I R W Ty W TR L e R (TR H R R TR |
e el g

ST 250 Al 1T VAL 17T ST o ey adn e sy
A el ey Gpr eeed od e gy s

RS L T Ty

.... T ESY

AR LA A AT ki teatin ad e dveer Tangp 1T aATIAIE
EN B R

ppislacosiay i voaadiaaan gy el e G



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

32

2014, No.1813

PABA
Lretrod o fesdp resipellp Wil nphipul elieun were(ied ey p
prEsal waLlaquad

sesrp wepelip yw @ poay weidegas npripu) elisuny vemepuad pEry 2

Paemas wenaguad 0 afie/v Eli
resop meprpa i gepa) messg weten as npaopu el oo peeg] g wroeE reyBrad mprarpo ey oefuegueato ad)
B AL R ad peemas uriagm ol yniun sesep usypeip
resep wey ipeip gee1 esoygrunias npapo elaun uemepuad pEey e ye(a1 npappe; elaap ueepoad eyl p
u fhay uy wlaaun uemyniuag -
SO ..o bl g . o alasoialy
L 2068 HIB I8 ENroa R nupmipu) elisun aermsniuag -
UBLIRILALE] BIEDLaE UEHIOfe (i Npaipa Blaaun wemyriuag g Hipopsad Boeia
UBLE[TE] BSEIEE UENTIYE[ P MPApUs Blsepy ueaniuag ¢ UEHTHENP Tpasipu) wlaupy urangnifuag)
RALSEIRIP [ana] npagpul 2liaun) ameyipa weluap
UE[ENE 3550 DI [Efa) npmipu) e{laun Uersn epe wnjeg p
! BAUEEIRIR |aa] npipa) g heupy sopepur uefusp uetensasay
Pprusaws yw|a) npapo waung oeanmn jray weisges e o
LS R [Sa0] TUPRApA @S0y Sopepoll oredfuag Lo oG s g afofaly
O AL B Pl U] BNLR eI Tesa wefEeg o e g ERLEEE | 3a] g
* BAUSEIELD [@4d] Tppul B1aur Jojeqipu) ueiuap ef1auy wyeypul vefuep UEENSasEy
LIRS 3530 B{IIUIS0 R]a) nppi o [Isun] Wemsm in]as oy e DYI[IISE Lo sy TpsIpul el1eu ey n) 4
|| e T
wl1zur uveduap 1eyda Bued npugpu el1aun uedmauad vpe wnjsy p
HREL R R R TR T
uERuap yeyda) Bued npepur elaup uadeauad ooy uedages ey e
Ll “m_.ﬂmm.”_:.&s w[1aup L alfafaly
wedu ap 1Eyse) Sued nppipa elisuny vedwauad resan weiegae By g
1 ErsruED 1sustuEle wlraun ueluap eyl
elraun uefuap yegaas Bued nprapu elaaury vedeauad grunges wpe e Huwed nprupur wlraung uedmanad jedepaag | e
— 3I.Ba.n 00 *I.-__ HpraEl wliwu Iﬂ.ﬂ!—iﬂ.

www.djpp.kemenkumham.go.id


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.1813

33

ey wanzas wlauny wereiesuad nepuemam avodmweel gl ceg _u ik erngla nimaas elzaun) omelemoad neyueman eearhod gegedy| o
wl1aung umiegamag 1] Lix elzauny wedmauag
umnsriuad jees eped funsBuey romoas jegipaay ovadmel myl cey urmumstiiuad pees wpwd Runsfoey wieoas yegrar weadmgd gqegedy| o
LR ORI Gl A 0 Lix URR IR Ao
urunsriuad s epod BunsBuey ronoas jeopaa omodweed el cey umumsnduad oes vpmd Bursfue) naeoas pegrzay ovadod gegedy| o
W00 | 000 [ T} oeepdund ewywqnanyag| [
win'o | o0'o oot 0T} EVIIAVINAEY KVLIVIONIL]"
UEIRLH], I ss
TER] DAY AT L) wlEa QEn cepesv o o) emenn) eep ey p
HELLET BT ST IR e
AR AL LRI ey elra Lpon e e oy [EeTiopil elep e o
IS B B alafaly
g ErgE R p e vy ppun weseEad oy | swnLopr eep e
IUHR G B "SEN I B
UEHANPERITIEHE Ye[al eliay 1w vemsniadey reenugun wiep B R UERERP{FLTEED Ye# eliay 1un uepsaeEaley |srisan Feg e
%000 | 00'0 [0 17} oere meied oy) jSRiaga] WaEs| 9
penspueELe wele snp Buek ragegred spoySqne spoy S pdiep
e (e Ul e Uejree i aiann i yaja elay (pm elip
* wnspuniin uedwap Suwd rgepssd apoane spe) updisip
e gegar wepien on e e s ludu o qegas efey i ey o
¢ pamepureilin weydwianp Swed rogeqiad apos e apos updseg 0 a/lofaiy
eIy R Y as wey s s s pnuam geges wliey qon ey g
eflan I R MFeIry TelEap pen s
Auwd ngupaad spoy Sgn e apmg e ElTsp WRITIE 1RE1F] [FRADGL | BN LA
el uup taespedn weydm g Rund rogepad apoy Sy spoy/ugdiep LR e g e e s a1
WweATT e Gt jas ejreeEaniaplanieei gejen el 1 e e e ag e apes Sgee apog Sl e ey e
SO0 | 00D [ | TR Wy i



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

34

2014, No.1813

ey pidag el uonde) onendo oo wepay ofsay g )l e

L&

rysem yeda) unsne e g el ou uends) qesedy (s

LW Bund wlian yun vlsuny sopmppor wpe unyag p

LAV Yyl el ymn elisuny meypur [i2ay ueideg as aye o
* LHWINE O wlioe) i efiann] doyespl Sesag weihe i ey g
{LHAYIE YR Bl a aun B rsn emnpun ynaneE e e

a’aialv

LAVIS YK ehauny somge goedy | |

TUN G 1R AR e BIE JIun. B 3

S oS cendayagep Sued fy] oo ey g ey g

! eliay yun Rped ey ueduap jeness Sued wegegwe) ) e
elirl wop peosruein veydezap Busd gy snnoaur wfian jmm mpp o

alfaly

(1l ewwenny efauny soeqpa peadep sy gmpedy o

ey R aara Bund unpuRinaral waTHp TpR uIn]ag P

© I R S0N E]a) UNERID a0 Uslimop (e weieg o ey
! ISR FRETUAlN G YR[M URRLRIua A usmmop feean uRiieg as wyy g
! Irsoy ISTIUEOrE Yea) urrresnarad usmnop yrines e e

QN

1IRRL] [RRIUALIGIE] YRiA] oReoeMaad uaunsop _.._ﬂxﬂ_-_. L]

urEs aal wanrrsep ) a gy el Jun e o

! mizauny

uedEpauag unp s[§a1eg SURIU ] B A aduey Bl1ay Jun e

! (elraury vmdmauay uep veuryey, wiray cueauay ‘siliwnng eumauay)
UFBLEIIA & USWMHOR Yrur|as G| e yersl elian jun e e

Maiv

B RpNE ORRnRiadad uamneap qeedy| e

[

{51 slisury s=|pquinny Y ausjo|adusg

www.djpp.kemenkumham.go.id


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.1813

sy s
ey B ] uespEeustiapdanEran umgen vl jian ey s
tEmsnreiio wepdeyagp fued uedoap mness
g aE weygwrpu afoad wepreepuanrapdonEuanr wiiay on ey g

tell
un Y nEusgyemry urdu ap rensas Jued meypoead aoepoaBuad .__"_B_-uu..”_.
s pergmaan vEnl vp sespeiio ueplmesnp fued usiuap pnses
e e T LA e e L e T M R 1 AR A ] IR @ PRE e ae i aliag |

o alaly

B pec e apgrd weny e nnj g o far
W e R e e dErenes seng q i e
TS EImes wETnympE YugE ulpdoes apgng e sy s umpprpuaiusd Burgua) wlnde s aeyroem gegsy e

www.djpp.kemenkumham.go.id

W'D | 00'0 [ Te egrean ueepeedueg| T

35

uatad oy fuwd wos

CIFLIRL | T{a[a DE{Rruac{ e T ] a0 elrais e || eiure esoeiinag o
2 ey ad runoy Fowd s

i as ago weymuE i e Sun s erense @ Eiead e g
L wa ey Sued WL i) ef i

YTUR[SS Y40 ungemnsye gy efrarp) sy ywgurog owspopaEuad mp e Huwl OIS Yoo awpruesge|E ulraepy sepgEeune aneo) seag iy

o Halv

WGP S| e (Eedne e

Foed pols srueedey weEyBnmen edainien mngen ele e p

t maaany smppn ey oefueaa fovd mos

anpandey (oo weileg an e eyBunean edealnee wllay Jium e

t eliaun] swIE U e UERuEla ued [{Os

By Endeg esan usee o8 e elednan elise) O ey g

¢ miratiyy ewpiEwaneE preloe e wflaue SelfEEnEny preSuena

Fued Was seiswde grangas sepieduae waedraeg el 1un e e Fued Wis senswdey uwieyduiued sdedn padvpa sy gegedy | @

n aiaaly

wllaupy

Horwyara) peencgu W sanrem Bl efauepy ol wpe wrgeg p

2 wilraarmy Bueguay

WAL A O A e i) e R woeodbead (Roacy weleg e ayip o

< pilranny Aumuay

ISTULIGUL U Liaguane yeya) wlaany uendeyal mean uedog as ey q

! efaauny wliaip

Aoeynan iEemecuy el e yeay eliaup ueaingad yoanges i R FEegnaF) IO e A e yera whiausy ueaodead yegetdy) )

0 asley

%o | 00’0 L [STT HVEV AVDNTd SVIVIDNE| "



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

36

2014, No.1813

KIS US|y ey
WEp FESTLIUT Wy vl e Fualk giey ) Jeg K epe amjeg o
1A yegel 0 ofaly
umiEonas epeday wmEsE{AIOy [P WOp Uy iSNLLIEULE S R 0
1A el e 2 ey
YL [s epeay UUgISEILTUngLR TN WS NI YEja) (¢ e Yruirtjas ey an UEIEEILTLLGE I URp U EISN LU Y 48| P
COfTR S JIRATARLLMTHE 2618 YT
uelepuaduad umyeday yunpas uegnygwans wngan viisy oon ey o
SEemueEno ueydeyayg Bred aeluap (ensas oIEaL P Euyiae
LI W et el ooy ey weegroyeem ey O Byir 0
felay yun yosiepy oy urBusp renEar Fuund oyisal ISR O L Q aady
yngun ouiupy sfued wepeEsg eaan suso) Jengmene wE@nk
o e Lr o tele ag el el ap (ene 08 Gl S R Eiresn PR rpEapp Gpepag o oy
g uwpepa afuad wepeEag weyrogeyan vy pun e e IS EmUmIEr Frun aenprpuaiued wepmfay weyrspepmn gupag | o
rawraiE b0 aydeyai Bued ueduag fensas ooy elio ay
wweumamead may uedegan Aee e wepRpEl aenywEe e p
¢ psnsruni s umpdeyanp Bued unBuap rensas ompelnay
et al fewan Weleg e e GIEL WeiRnlal UeeTERjann i o
¢ peeeprain wopdapaynp funt oeBusp pereae weyelinay oemueegepad
yrungas sepe oofjs i wempred wenspeiam wIay jun ey g 0 aran
inLrg QU H Qe ap] e ueiap
pensas Jued wmiwpuaiued uelunyBug iwgda swsoa) Jenguen wEnd
wep (eesniedo weydepayp Joel CeBusp (eneoe weyeliosy deed ey
MTLhafo $r CHIENE CHOR TR nrapmLanG: whe. L e vy sy ueruesgelal s mpE wempnad UEyTHBIE geaL) b
resreEn wegdem)sip Buns telrap pnses
Cow e ol o e [roas) oy e wrdiureeand wfie L el
| e uegdvianp Sues ueduap i e
e e ol weBunsuy] Teean we@egos unduegman efloy jun ey o
! s elin wegde o Bued mEdap e s
wmpepu afmad weduryBur grunfas onSueyman wliey jron ey 0 A/ wEY
iaflay
TN, SRS RA Y URiuap (eneas Suns wapmpe i ad oeEunyEngg e sa
iswaam jeromaa vEnl oep mesnrein vegdeyagp fued oefoap mnecs
wi pepradwal owdursEo ) yrarges wnlwenen el 1 e e o i e areBung By und e gejal ) e
%000 | 000 oE Tl dids eedeivnag)

www.djpp.kemenkumham.go.id


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.1813

37

elzay pun griuepgepa e Faul eyemie

uwenpeinad weredusuad see (senfRaa WY RE WA ey 3

el jun yam gmiuwpepa g e eyl

urnpofuad geaeErenad s pEuneas ey wede o ey g

el yaun gage Aniepepenm e

yeyaesem aenpeinsd omrefumsad sege menpess ey yrenges g e

ofaiv

AnlEEpREun g
yeral pey s uerprEusd uroeiomsl s eenpes Eey P

T L Lol Lt L]

uwenpriuad ueuedoruad sepe rsengraa wep S uom epr p
MUEIANE IS WO [ ey

ez ad dereFueuad e s Do SUUSW wRip D
CUERIALT U R ey el

urnpefuad amefuroad sme jsonywe wrp Buumogoao e
AUNHERE TR eI sl

ummpafuad wereBuroad sege sengese oep Suuespoon e e

alxalv

Ve AR e peEdal
uermrmral smn senee orp Sooog e Eeyry e gepE| o

U Y pnfaeppepunp

e e pen e eren e ed weesowed e e eRe P
tmfaay 1oy sps pnfoepppunp

e, e el ueediaiwad grEey (e el e as e o
elaay i e noieppeann

yeyranismu wenpeEnad ueoeBumiad peey resan weEeg ae ey
‘wfBan 10y ape nioe ey

yeEIRAs m uempeEuad ueeedurn ad gEep nanges ek 8

asaxalv

nnuepERpunp Yegal 1eyeIrder uenpeinad neneiueead seyl g

[Faan LajEng as wepee o s sedm e am yege ea iR wie P
e ]

uedwy e Fues ueluap ensss eEwIwserm wenpeduesd uepelnay
oo wepien s wel e s @u e gegay elIay i ey o

! pempeedio wendwpenp Swald eloas vear peywslaenn wen e ad
EHHH_.H o Yrinj=s Fﬂﬁ_‘uuﬂnhﬂhblﬂhum_huﬂ-._ LS n_-_.Un._ U eyt T

FEI R R T T T

wednap Eneas fued ey wiedsnn usnpedusd 1mEIa1 [ERADIL 1EE LA
efinl wop mesrmedne ueydey g Sued ooBuap eneas eyl
g ad sl ey (e es weymepatEagl o eLiay un ese e

alaeiv

wen e apl i e el Jeqereleens werpeiiuag weyul ol e

ET

[N

TET 3eseledsv]y ovnpedtag



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

38

2014, No.1813

wlrag yoen grfespeparg el aaeds

Furmapg ajrsngy onderauad sepe RN [IE0Y TPE WINjLn BT P
telrg apan yage wnfuepepug geps aesds

Bupmopg aprengy el raana] seie pengeaa ey ey el o ey o
elra] ynan yape BniuRpRpLnne QU waeig

Furwogg aqismy, wederaoad s senmeaa ey resag weEeg as ey
mirang 1men qago nlireyREenm e

wapalg u..-_._—.hm NS undeaauad awge 1swnesa IS Yringas wgi e

a/aafy

R
igw |y uwemE iy Funniogs spsigy) wedvisuad swpe wenmaa psel

i i

EEC LT
ueymuqE wasks Supmorg spsapy uedwisuad sere gswngeas g p
BT R

unyroyRIp wagshe furmngg apistgy, uederaoad s senpemas e o
RELTOT RN

T maradg Surseng aqeetga, weleianad aee e e wEe g
ummrmng

LT ana s FOrmolg e Wl aed gEpE e e e e

arafaiv

el Bupnong apsiun umleisaad sme e oy e gerE -

pEewraRan el aqep Bued uelnap wowes Ui et Bulwoqg

A=, weniiney (e weifenas weydelau A slEy wen egie R

¢ pEwspaEie ceyd s ap Bued weluap persss g els Buwoig

arrenn el e dwe el eleas wnedeg aname way QN e o

1 Eeepueiio ursdvianp Suws uvluap pene e wagsig

BULAOtE TN Ul 2 i o weslel sl el i e g
Selaag wEEn HpEsa ey ueseap

ereas Jous magess fuimopy sy, oevansye)ad s e

Ve Rt W] e jErEpreiin wesda) sp Sunt weliap penees ey
Aupmngg AR WIEIna QTN wiplesauan el e e 8

alylaly

e g G| st B apeg

lian WIUEL §) J0VSI[GULIAI o Tega) EaERAS Buisop] oflaiim e el |

o LERBIpEIA AN [ Yepne wepsis g apsmuy

il | -

Bl =

www.djpp.kemenkumham.go.id


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.1813

39

eliay jun poloepepE Aoel aesupuaday

WEITTIO H UrUEEU TR BEID (SN NAS [IFEY UET WO e P

mlray yrun yapm qnluwggepenp gers) aeseneaday

IR neoeimmag see EEyese ey ey e s ey o

‘mrfra ypun yarm pofurp e yeE ansuguaday

URINJE INUETUTlag U Eenmha [y Jeea) usideg ae ey 1

oy youm g0 nnkeeEpEng e

uedoryaday WAITa ag) :Eﬂﬁncum BRYE JEETLeAD §EE TR aE exi e

arafaiv

e ppun g

e ety UIEAL A B SR fEeT e (88|

el

VAU D ST uny e wesupnaday werguagg mraefamrad oy o
[0 TR, R0

wIEnas yupn sengeadp uebzmeaday uearguag wemeFumrad ey
g yun yae

B[R0 WAREE (S| A GRTUT ) Geaiag L vEenal eip e

el

weiupuad ey

HRINILAE U IR SR fen s BN Em qeial

uliae Jurt yaumas 3y

e e st apdm i mn g aeBnpe sl oy wam sy aeaeEueasd epp p
wiias ypun [l weleg e

af urprsmusu s up weBunuad sy werrgquag avoniaera] e o
veay (0N L) el as

e wegreey s sl weSemead oy wearguag weeeinwrad g g
wfzaoy Jqum yrungas

oy ey apd iy oefrguaday esnag aeud@reaad e e

ajxtaiv

eoases ey anl apfun iy e ol ey ear e ueneitieeg |

B113% 1UT YIIngae S Wi iEes|[HE S ISR REEaEi

e EEe e oy weatreag aereiueasd eap p

el Y (o TR ) NN PR 8 T e R
weBunjuaday wesrauag ueuwdueuad v 2

faflan IO JeEl WS eaE a0 UE S ERIE0 L2 R e S e (R e EIp
e i ang e eg wessAnsad ey o

w13 un Ynanges sof ueyEEER R AU O e R e ReeTEE

aerun ey e ag oeaeRreuasd egie e

alylaly

LSS LTI SRS [ S
L[] ._.Haﬂ._.u._u_‘hlnw...‘ ._.-G..-_u_-._..nwm EEE&FEW&

woren sEung sefn mopep aeSunead af
LGATLE i) AEEHN SUE A e O apBu e (e ag wlian um e Cel

eomyn g seing werep

nreE ol s T e sl aitied Sl e vl gejag

[N

L

(el o¥iTpuslay Deinjoey Ceoeauenag)

www.djpp.kemenkumham.go.id


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

40

2014, No.1813

408 Uep urnnie

wpueys sege weepetad wep near wereraa mngen wiieey qoun ey o

¢ st sn e Fued usBuap enses gos wep weaei
IRPURS STE Ueyiegdad Eep nival uesnyRiane wiiay o ey

! g0s wep weolepad

AvpuEmEE sy umpegled usp npan wngrogmpau jepsppa wlsey gun
efnf uep Eesnedn umdegeqp Sued usBuap ensas gos uep ueaederxl
Jeparngs sege coejee gl wep nises ey roge g e Dy ey e

ofady

A5 wep uraedepad epums sepe wempenrad wep neas uwyrope g e

(ujEEio wesdegagp

Fued ueluap mneas g5 ey ue@ogas ueydelaoam wliay goean e p
2 s s mmgdmanp

Hinek el (HhEeE Jorg 0 e T an wimdeiaiam ey iun ey o
fseseEio uwsdmanp

Huwh unfuag (msas gO5 yrangas wepdnraa s viisy pun ey g

olr o AR e 1Ty TR e s

Bued goyg grryay mwen gerguraas vdnd wep sesponEn omgdmanp
Buek ueBuap (ereas 08 Yringss wedeian o efay jun e e

asyarly

wasengngad Tepows wesenpmpd dey gog edepesy | o

geesnEeiin weplepap Aued ueliEesp tenaas usoele)al

IvpUTE fey uwpEenes Wi enam ey vlay qun e p

4y reEin Wl agip Bued aedap P as

weuw el JepIele Jeea wepFeg e weIenn A wliey qrun ey o
¢ peusjusE o umydwayp Bued uefuap

e AP el DO R AL e e e i e ey i e 0
‘RlEay

1 sl Raye ey B o (erisas Bued oeneiepad Tepmes Ve
WEC{EAN CEEA] TR T A N e eeanael e el el weleap
renees ueuwAR|ad Jepuvls Yringas WRREnEen e vla@) 1un wir e

asafaiv

RIS WILNPREP Y& a uvuvariad Ivpuwis) g

T e R e L L L R T ]
e oegdegaip

Humn owuedejad wpoms wegeligay oprnoran eli=e) oon ey

3 wliay Jpum JrE ey ey Welua ereee Soed weande]ad
JRPERE ) [ERAOTL TENOUa B uep [ses e umede am
Sued wenederasd repume weyelnay qynoam elay jun me e

afaly

weueierad sepueys weyedn o jadoprag | e

0o

B

{e) wourdugeg svpame| ©

ool

0T HITA0d NVAEVAY 1dd 5V LITVOM MY LVADNINIL

www.djpp.kemenkumham.go.id


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.1813

41

Tipmizay wreaes weymy g Fued unmedejad epe peps epgwdy p
TPl RIEDaE WEHNHER Yupne usneleyad 12y ueideges wpmedy o
rpuizay vimaas meynye|p yepns aeaederad esan ueiEen o opn ey

il erea s UEHRY g s weirEde ] grurjas ey e

q/afealv

re Sy fiped 1) memede) wireses el e gefagl -

IEPALTLR RIS

Al Weede] WK Usiele] empienal el faeacadities we g ad
wiras uemeln) rovsyerad deg presas freyues wagss pedeprag mnpag o
wEPFEA A R I U T L S IR [ S

gy wewedieg v redede] e el epeday g adinms el
e wenenie) punsyead Gen presas ypues aapscs yelegua yerag g
Es s At S N e A s

A werwAg e eremede] el wpedoy mesadine e
wizae uwwuangey vavsyerxl [Beg prewsod/Egues wass el epas) yeag, e

ofaly

TEpAIEYE PemESs Yepl] Hmmede| eh
wranrmdey wnunsanad wreloy eeenadng e sanmiad wpiae weneie|

wuesywgad (B pEsia | Eyoes|eaesend arapss pwdepaz geral|

EfpaiL [l [N{e[ail saegep e wensie]al jeenogug o

fasp "uereg agen ‘weuEnerdn el welel

rresyn] eypsnn e e g ynger s sesmp jedep avowiepad ey
fiEp ol “Eiagag

B AN HELAD BPS C [REE0E BRG] SR am uemmnmera ad el ed
EEECE ) wip e (el dan prpefe sasen poden aeoedead e e

afaiv

FIpan
[efen L TrEE| ST 6 Senm gepr aerederad FueuE s

el ueundelad elepng uedessuad

el (e R eV B L) o0 ey al fjses) ([Be LG P

el uwurndn el wdepnn waderoad

wiwdn meep weEEgn e wegne)ad S mesueos (oo owdmag o
el wewnge o wlepng wadelead

wiEln mRER UNENYER EE] degneil Eesmses esag un@eag
enursl uwundn|ad wlepnn wederaa

il e CEYne ge]a wegpe el fiEereee nam(ag e

a‘alaly

VI ELY wnUEAT]ag minpg)

el st wdwdn mewpep eyl fevsipeiRos WEHRy g ejal

[N

= ]

www.djpp.kemenkumham.go.id


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

42

2014, No.1813

ueRerdaR e (e s Inue] Hepup Deihyerp wgeg p
Rl

ueserday Aauns ey (o uryBngas s niun] JEpun Eeoegg o
ey ERAE

snrdd g Lanane sy nemag uerEees sew riung yupun ey ey o
Bt S LT ST

ureere as fEane [Eely grengae eepe e el neErEeEg e

a/afaly

T RIS e A & aadne [ ele Pl yean weineg |

T S T —— T — e e T

i

HLEEL
[efeg raq frUE{aEL S3EYWD IME pereraienan aesendsy jaune ey 3
Kyegn "rrare egae wenrnmErde sl welel pesme) sipaa

exdlmratyan) e sanperp pedep ey el nesendse) g jrEep T
P [Pl Eaaral Bipa

HELAD EIPAI |REE0E B el as wetmiErEe el ueded jpeene) wipa
eEN LA muEm sasyem edep pegewdsrn weseod as) paaums ey e

el

T I Eengs sangup Jedep pmperedsmn uesenday Laums ey

uenRse]ad dEnugla] JEYRIes SR WeEEnd oy ASITIE FPE MIm[ag 3
wfe L Yo weuae e depempsan e saiae ove sed s Laung 0
LILE B

IS 9E WerH v ueundn el depeya pvsravasew werwrday daang v

afal

uruwiv)ad dvpsygsa eHRIRAS M UureTnd S5 AGAITE URTE{V (0]

7

S0

L]

A ad | Eeanisn DY an mEngan el 1un e

¢ urey elaag

Vs e A s weede ol pEae ) e Gegar afley i ey o
e Bliay 100N QEAUGD BRIBS I9E A

uweSngas Fued uverederad sewun gnoam gogae wley joon eye g
gy wlran) 1jom weltiap Wi dag

RN as Bunk usumiupad [Eaaus e yeE e e e e

ajiafaiy

umedraEd pemmn jedepaag -

£

www.djpp.kemenkumham.go.id


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.1813

43

ISVAHOUIE [SVINYOJTd [SYOTVAT IVTIN

TIBVH TVIOL

oaredea,] SRy [PUIeNT (NG 18Ry nety weluap e uL 00" f

e il ] il g {oz) (jenzesy g waing) oenelejag smppeny 1sdasoag w1

%0 | 00'0 0'0g (0z) HI7a0d NVNVAVIEd SVLITVOH| T
_
‘ : — {g) pufoeryEpTnm el

) R %0010 o's [euiagsya wep [Fuiejnf) oeessismad (eey genia) sswTasing| ¢

tadri0y 1adaga 9616 [BUIa)EqY [AUTS (88 (B[ UEduap 180 %00°0 | 00°D 0 0's1 (gt} {jruzejeny reamg] rednaoy 1adeerag Seamg weqnN| 1
Y0 000 a'0e [0Z) N3 5va39 Nva HISHTd DNVA HVINEAWNAL] 1]



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.1813 44

BAB VI
PENUTUP

Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya
pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup

Zona Integritas.

Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep
Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya
yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya
dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada
dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia

dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di
dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan
lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat
menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga
semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan
korupsi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
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